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BUPATI KARO
PROVINST SUMATIERA UTARA

PERATURAN DAERAIT KABUPATEN KARO
NOMOIR O1 TAHUN 2022

TIENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARRAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DIENGAN RAHMAT TUIHAN YANG MATA [5A

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayal
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah, Kepala
Dacrah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

hahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah  (APBD] - yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang,
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republile
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pernbentukan
Daerah  Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam  Linglkungan
Dacrah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang...
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Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahian
Dacrah (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republilke Indonesia Nomor
5587), sehagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir dengan
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ').4‘5,
Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang, Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discasce
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan  Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000  tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
(Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575}, ,

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
(Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

_Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Kecuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

15. Peraturan ...
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2020 tentang
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Pelaksanaan Program Pemulinan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau  Menghadapi  Ancaman Yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesiaa Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6342);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran i\nggm’qn
Pendapatan  dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 1V )

24. Peraturan Mentert...
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24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 920).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

(IS '

o u ok

~l]

10.

L1,

Daerah adalah Kabupaten Karo.
Bupati adalah Bupati Karo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
scjumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
schingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daecrah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau
herdasarkan sebab lainnya yang sah. '

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik
Dacrah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman,

). Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
L (satu) tahun anggaran.

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode

anggararl. :

. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Karo.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkad

a adalah Peraturan
Bupati Karo.
16. Pemerintah...
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[, Pemerintale Daocrahe adolahe Dopath sebaped ovsa penyelenpgara pemerintabiag
dactalhr vang memdmpine pelolaanmnn arosan pemerintabian yang mengadi
feewenanpan ducrah otonom

I'anl 2

AT terdior ot pendapatan doeraby, helanfo doerab, don pernblayaan dacral,
AP abupaten Karo Tahon Anpgpanom 2022 Besfoanlaby P 1545,5022.554.6602,00
(evdit atoes pendapatan dacrahy, belanfo docrahy dan pembiayaan dacrah denpgan rineiin
sehagar bhevikoat;
oo Pendapatan Dacrnh Fp 1o 802,008, 850,00
b Belanga Dacerah R 3862, 054,6062,00
Delislt/Surplus 1o (9.970,155.400,00)
coo Pembiovaan Daeral

I, Penerimann [ 1O970, 1TH5.806,00
Yoo Penpeluaran o 1.000.000,000,00
Pemblayannn Netlo p 9,970, 155.400,00
Sea Lebih Pembiayaan Anpgsoan Tahon Berlcenann 12 0,00

y
Iaanl 3

Pendapatan Dacrah direncanakan sehesar Rp 1,334.302,308 850,00 (Satu “Trilion Tiga
Fotus Tigac Pulah Bmpat Miliae Tiga Ratug Sembilan Palub Doac Jota Tigas Patus
Sembilan Pulule Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Palub o Pupiah) yang,
bhersumber dari

A Pendapatan Asli Dacrah;

b Pendapatan Transler, dan

¢ Lo lain Pendapatan Dacrah Yang Sah,

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Dacrah sebapaimana dimalesud pada ayat (3) hural o direncanalain
sebesar Rp 124,925,158,224,00 (Seratus Dua Pulub limpat Miliar Sembilan Ratus
Dua Pulub Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Paluh
Fanpat Bupiah) yang terdivd atas
a. Pajale dacrah;

h. 1Retribusi dacraly,
¢ Hasil pengelolaan kekayaan dacraly yang, di pisahlan; dan
. Lain-lain pendapatan ast doerah yoang sab;

(2) Pajale dacrah sebagaimana dimalesud pada ayat (1) hural o direncanalan sebesar
1.0 1.575.804.374,00 (Knam Paluh Sata Miliar Lima Ratas Tujuh Paluh Lima Juata
Delapan Ratus l5nam Pulub Bmpat Ribo Tiga Ratus Tujuh Paluh BEmpat Rupiah).

(3) Petribus doerah sebagadmana dimaksud  pada ayat (1) hural b direneanalkan
sehenar Bp 10.710.203,850,00 (Sembilon Belas Miliae Tujuh ratus Sembilan Belas
Juta Do Reatos Sembilan Poduh Tlpa RIbu Delapan Ratus Lima Paluh Rupiah).

(1) Hasil pengelolann kelayaan daceral yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada
avit (1) hora! e direncannkan sehesar [p 3,000,000,000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

() Lavine i pendapatan ash dacrah yang, sah sebagaimana dimaksud padaayatl (1)
bl o direncanakan sebesar Rp40.630,000,000,00 (Empat Puluhe Miliar FEnam
Fatues Tiga Paluly dJuta Rupiah).

['asnl b

() Pendopaton transter sebapadmana dimalesud dodam Pasal 3 horul b direncanakan
sebicnar Ppe 11000109 587.042,00 (Satu Triliun Seratus Tign Puluh Miliae Fsmpal
Pty Serabiban duta Bin Patus Delapan Paluh Tujub Ribu loam Ratus Tiga Puluh
Foev ooy, yomge tevd et atas:

0. Pendapatan...
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a. Pendapatan transler pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah. _

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.097.880.954.000,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh
Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Semkbilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu
Rupiah). '

(3) Pendapatan transler antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
direncanakan sebesar Rp 32.168.633.632,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam
Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua
Rupiah). '

Pasal 6

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp 79.417.653.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat
Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang merupakan
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran  belanja  daerah - tahun anggaran 2022 direncanakan  scbesar
Rp.1.344.362.554.662,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga
Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam
Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: -

a. Belanja operasi; :

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp 944.102.942.955,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat
Miliar Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus
Lima Puluh Lima Rupiah}, yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial. :

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebe§ar
Rp. 591.774.818.553,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga
Rupiah).

(3) Belranja) barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 273.376.351.526,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh
Enam Rupiah). ‘

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 72.140.842.876,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Empat Pulut} Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dlrcncana%can
sebesar Rp. 6.810.930.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Sembilan

Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9...
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Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp 118.961.333.600,- (Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan
Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Rdtus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah),
yvang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin.

b. Belanja modal gedung dan bangunan.

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbesar Rp 22.398.722.672,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus
Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh
Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
direncanakan sebesar Rp 14.997.787.500,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
Rupiah). :

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 80.138.779.411,00 (Delapan Puluh Miliar Seratus
Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus
Sebelas Rupiah). -

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 1.426.044.017,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh
Enam Juta Empat Puluh'Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl ¢
direncanakan sebesar Rp 13.364.768.035,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul d
direncanakan sebesar Rp 267.933.510.072,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Dua
Rupiah), yang terdiri atas : :

a. Belanja bagi hasil; dan '
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 8.279.028.072,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta
Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 259.654.482.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan
Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu
Rupiah). '

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran = 2022 direncanakan sehqszn‘
£p.9.970.155.806,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima
Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.
geluaran p . Pasal 13...
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Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
direncanakan scbesar Rp 10.970.155.806,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
direncanakan scbesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dacrah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit scbesar Rp 9.970.155.806,00 (Sembilan Miliar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Enam Rupiah).

) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebeser Rp 9.970.155.806,00 (Sembilan
Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan
Ratus Enam Rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran
(2] Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

z. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik. ‘

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
helum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan;

b. bhelanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan;
dan/ atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karo ini terdiri dari:

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayqan;
2. Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran...
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2. Lampiran 11

4. Lampiran IV

O Lampiran V

0. Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VI

-]

-~
5~

9. Lampiran IX

10, Lampiran X
Il Lampiran XI
12, Lampiran XlI
13, Lampiran XIlI

-}, Lampiran XIV
15. Lampiran XV
16, Lampiran XVI

9

Rincian  AIFBID menurut  Urusan  Pemerintahan Dacrah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jems
Pendapatan, Belanja, dan Pcmblcuyadn
Re k.mllul.m Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisast, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub chxatan
Beserta I<Llu'1r..1n,
Rekapitulasi Belanja  Daerah  Untuk  Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan APBD,;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah,;
Daltar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset LainLain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
schagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

pada 'd“'

Diunda wF am, Kabanjahe
/ ! "ﬂ-l (}l\.{dll

Ditetapkan di Kabanjahe
pada-Yanggal l8 Januari 2022

2022

I,I'.,MH/\RAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR Ol

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
19 0M )
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II.

10

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

UMUM

Dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
APBD merupakan dasar pengelolaan® keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya
dalam pasal 311 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
untuk memperoleh persetujuan bersama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
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Pasal I8
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jclas

TANMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 01
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